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.BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar belakang. 

 

Indonesia adalah suatu masyarakatyang patriarchal dan kondisi faktual ini 

tidak dapat dihindari, seperti jugadinegara-negaralaindidunia.Patriarchal 

sebagaisuatustrukturkomunitas, bahwakaumlelakiyangmemegang kekuasaan, 

dipersepsi sebagai struktur yang menderogasiperempuan, yang dalam kenyataan 

tergambar, baik dalam kebijakan pemerintahmaupun dalam perilaku masyarakat. 

Sebagai contoh sederhana saja, kecenderungan untuk membayar upah buruh wanita 

lebih rendah dari upah buruh pria dan perumusantentang kedudukan isteri dalam 

perkawinan, merupakan salah satu refleksi keberadaanperempuan dalam posisi sub-

ordinat dibandingkan dengan pria. 

Dalam kondisi yang dipicu oleh konstruksi sosial politik semacam ini, 

terdapat suatu fenomena yangmenjadi perhatian besar masyarakat. akhir-akhir ini, 

bahkan juga masyarakatinternasional, yakni tindak kekerasan terhadap perempuan.1 

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus 

menerusbagi perempuan dimanapun di dunia. Akan tetapi harus diingat, bahwa 

kedudukanperempuan di sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, 

membuatmasalah ini menjadi suatu momok bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, 

 
1Achie Sudiarti Luhulima, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita, 

Alumni,Bandung, 2000,hlm. 78. 
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kaum perempuan terhadap kejahatan (fear of crime) jauh lebih tinggi dengan apayang dirasakan 

kaum laki-laki. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia tanpamemandang batas wilayah maupun 

waktu.Bukan itu saja, karena jika dikaitkan dengan isu tindak kekerasan terhadapperempuan, 

derita yang dialami oleh perempuan baik pada saat maupunsetelahterjadinya kekerasan pada 

kenyataannya jauh lebih traumatis dari pada yang dialamilaki-laki. 

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah 

tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia 

sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama, mustahil bisa 

terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan, karena perkawinan tidak lain adalah permulaan dari 

rumah tangga. 

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”.2 

 

Persoalan akan muncul ketika suami tidak menghayati nilai cinta kasih yang sama dengan 

isteri, rasa harga diri laki-laki sebagai kaum pemegang norma, membuatnya melihat keluarga 

sebagai lembaga pelestarian otoritas dan kekuasaannya, karena dalam lembaga keluargalah 

seorang laki-laki pertama-tama mendapatkan pengakuan akan perannya sebagai pemimpin. Laki-

laki pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga mempertahankan daya kepemimpinannya 

terhadap keluarga dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menundukkan perempuan. 

Kekerasan terhadap isteri selama ini tidak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. 

Akibatnya nyaris mustahil bagi isteri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya. 

Posisi isteri dalam keluarga tidak terlepas dari sistem sosial masyarakat yang melingkupinya, 

pembagian peran antara suami dan isteri, sehingga menempatkan isteri dalam posisi rentan 
 

2Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 
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terhadap kekerasan. Dalam keluarga, suami dianggap sebagai pusat kekuasaan dan isteri harus 

berada di bawah kekuasaan suami. Isteri berkewajiban menjaga harmoni keluarga. Ironisnya, ini 

tidak diletakkan dalam kewajiban yang setara. 

Perkembangan dewasa ini menunjukkan, bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, 

seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi. Lembaga keluarga 

yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi individu ternyata justeru menjadi ancaman bagi 

keselamatan bagi dirinya sendiri. Untuk merespon harapan masyarakat dalam adanya suatu 

keadilan dalam keutuhan anggota keluarga, maka pemerintah pada tanggal 22 September 2004 

telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. Selanjutnya disingkat UU PKDRT. UU PKDRT ini diharapkan dapat 

mereduksi ketimpangan atau ketidakadilan jender dan tidak ada satu pihak yang merasa 

tersubordinat dengan pihak lain. UU PKDRT dapat dijadikan sebagai sumber hukum formil di 

dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga.  

DalamPasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga dijelaskan sebagai berikut: 3 

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi : 

a) Suami, Isteri, dan Anak; 

     b)Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orangsebagaimana 

dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,perkawinan, dan perwalian, yang 

menetap dalam rumah tangga;dan/atau 

c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalamrumah tangga 

tersebut. 

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagaianggota 

keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumahtangga yang bersangkutan. 
 

 
3 Citra Umbara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 3  
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Secara umum sumber hukum itu ada dua macam, yaitu sumber hukum formil dan sumber 

hukum materil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang 

merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal merupakan dasar 

kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak 

hukum, sedangkan sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan isi suatu 

peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang.4Dalam hal ini pemerintah telah 

mengeluarkan UU PKDRT yang diharapkan dapat menekan angka-angka kekerasan dalam 

rumah tangga dan melindungi hak para korbannya. 

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT, disebutkan bahwa: ”Kekerasan dalam rumah tangga 

adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah 

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. 

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 huruf a UU PKDRT disebutkan, bahwa:“Kekerasan 

seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi: 5 

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yangmenetap dalam 

lingkup rumah tangga tersebut; 

b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya 

dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”. 

Menyikapi tentang isi Pasal 8 huruf a tersebut, sebagian orang mengartikan, bahwa 

larangan melakukan pemaksaan hubungan seksual ini berlaku juga bagi pasangan suami isteri. 

Suami tidak bisa memaksakan keinginannya untuk berhubungan seksual dengan isterinya, 

apabila isterinya tersebut melakukan penolakan, begitupun sebaliknya. Termasuk juga dalam 

 
4http//sumber-hukum-materil-dan-formil.html, diakses pada hari Jumat tanggal 29 April 2016 pukul 21.00 

WIB. 

5Pasal 8 huruf a UU PKDRT. 
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kategori kekerasan seksual dalam pengertian pemaksaan hubungan seksual, yaitu pemaksaan 

cara atau gaya berhubungan yang tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak, suami atau 

isteri. Pemaksaan hubungan seksual pada dasarnya tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat 

yang baik, karena perbuatan ini tidak sesuai dengan hati nurani manusia.  

 Kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat menjadi peristiwa traumatik yang jika 

tidak teratasi secara sehat akan menjadi gangguan trauma psikologis.Namun sebaliknya, apabila 

diatasi secara sehat dan efektif, trauma psikologis selaindapat dipulihkan juga akan membuka 

kemungkinan untuk tumbuhnya kemampuanindividu dalam meminimalisasi dan mengatasi dampak 

buruk suatu bencana(resiliensi). 

Mencermati permasalahan yang terurai di atas, penulis ingin melihat dan menganalisis 

tentang pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap isterinya dari perspektif 

UU PKDRT. Untuk itulah, maka penulis memberi judul penelitian ini dengan judul: Pemaksaan 

Hubungan Seksual Oleh Suami Terhadap Isterinya Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

B. Perumusan masalah. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, dirumuskan permasalahan yang 

penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apa maksud perbuatan pemaksaan hubungan seksual sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Pasal 8 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan 

kekerasan dalam rumah tangga? 

2. Bagaimana pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap isterinya dalamperspektif 

hukum Islam? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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a. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang maksud perbuatan pemaksaan hubungan 

seksual dalam ketentuan pasal 8 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang 

PKDRT. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis tentangpemaksaan hubungan seksual oleh suami 

terhadap isterinya dalamperspektif hukum Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan:  

1. Secara Teoritis. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khasanah 

kepustakaan khususnyadalam bidang studi hukum dan UU PKDRT terkait dengan 

persoalan pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap isterinya dalam rumah 

tangga. 

2. Secara Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan 

(input) bagi semua pihak, yaitu masyarakat pada umumnya dan kaumisteri khususnya, 

mengenai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suaminya serta 

perlindungan hukum atas diri mereka. 

E. Kerangka Teoritis. 

Teori Perlindungan Hukum. 

Menurut Fitzgerald dalam teori perlindungan hukum Salmond, bahwa hukum bertujuan 

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena 

dalam suatu lalulintas kepentingan.Perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan 

dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.6Kepentingan hukum adalah 

 
6Satjipto Rahardjo, 2000,Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53. 
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mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi 

untukmenentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.7 

Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu 

ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada 

dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara 

angota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili 

kepentingan masyarakat. 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman 

terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan 

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.8 

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan 

pemerintah yang bersifat preventifdan represif.9Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan 

untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati 

dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang represif bertujuan 

untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.10 

 

Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra, bahwa hukum dapat didifungsikan untuk 

menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melalaikan juga 

prediktif dan antisipatif.11Perlindunganhukummerupakan gambaran dari bekerjanya fungsi 

hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian 

hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum 
 

7Ibid, hlm 69. 

8Ibid, hlm 54. 

9Phillipus M. Hadjon,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Penerbit PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, 

hlm 2. 

10Ibid, hlm.3. 

11Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Diterbitkan PT. Remaja Rusdakarya, 

Bandung,2013, hlm. 118. 
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sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat 

represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan 

hukum.Hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan darihukum. Hampir seluruh 

hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak 

macam perlindungan hukum.12 

Setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptan Tuhan yang secara kodrati mendapatkan 

hak dasar, yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak yang lainnya. Hal ini 

selaras dengan prinsip hukum alam pada bad ke 18, yaitukebebasan individu dan keutamaan 

rasio. Salah satu penganut aliran ini adalah John Locke. Menurut John Locke teori hukum 

beranjak dari dua hal di atas, yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. John Locke juga 

mengajarkan kontrak social, di mana menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah 

manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak 

bawaan manusia.  

Menurut John Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar 

hak-hak dasar manusia lain.Selanjutnya menurut John Locke hak-hak tersebut tidak ikut 

diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan 

penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, maka dengan sendirinya tidak bersifat mutlak. 

Dengan begitu adanya kekuasaan tersebut justeru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud 

dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. 

Begitulah hukum dibuat dan negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. 

Hak-hak dasar tersebut biasa disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. 

 
12Lili Rasjidi danI.B. Wysa Putra,Ibid, hlm. 119. 
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Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan dapat mengembangkan diri pribadi, 

peranan dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.13 

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang 

mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan 

normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan 

atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada 

kaedah-kaedah14. Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek 

hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat 

dipaksakan dengan suatu sanksi. 

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari 

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut 

sejarah dari dunia Barat, bahwa lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan 

kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep Barat tentang hak asasi 

manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan 

statusnya sebagai individu. Hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi 

politik dan bersifat mutlak, sehingga tidak dapat diganggu gugat. 

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya 

adalah Pancasila sebagai Ideologi dan Falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi 

rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep Rechtsstaat dan The rule of law. Dengan 

menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, maka 

prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap 

 
13Bernard L. Tanya (et.al), Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruangdan Generasi, Genta 

Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 72-73. 
14Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta,1991,  hlm. 38. 
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harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum 

terhadap tindakan pemerintah di Barat bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena menurut sejarah, lahirnya konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-

pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.15 

Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya 

melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya 

untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula, bahwa salah 

satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan 

(pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat 

tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.16 

 

Lebih lanjut dikemukakan Setiono, bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau 

upaya untuk melindungi  masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak 

sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga 

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.17Perlindungan hukum 

merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Muchsin, 

perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:18 

a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah 

dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini dapat berupa 

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta 

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan hukum yang merupakan perlindungan 

akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila 

sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 

F. Kerangka Konseptual 

 
15Philipus M. Hadjon, Ibid, hlm. 39. 
16 Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1983, hlm. 121. 
17Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 

Sebelas Maret, Surakarta,2004, hlm. 3. 
18Ibid. hlm. 20. 
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Sebagaimana judul penelitian ini, yaitu: “Pemaksaan hubungan seksual oleh suami 

terhadap isterinya dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, maka diperlukan penjelasan dari rangkaian kata dalam judul 

tersebut dengan tujuan agar tidak salah pengertian ataupun pengertian ganda. 

a. Pengertian kata pemaksaan merupakan asal kata paksa, yaitu memaksa pihak lain untuk 

berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan 

menggunakan ancaman, imbalan atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau 

kekuatan. Dalam hukum pemaksaan sebagai kejahatan paksaan.19 

b. Pengertian hubungan seksual adalah tindakan senggama yang dilakukan oleh manusia. 

Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang 

sehubungan atau menggantikan tindakan senggama. 

c. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau 

beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan 

atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan 

tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau 

penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.20 

d. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap sesuatu masalah yang terjadi atau sudut 

pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.21 

 

G. Metode Penelitian. 

 
19Ibid, hlm. 712. 

20Syukri S,Islam Menentang Kekerasan Terhadap Isteri, Gama Media, Yogyakarta, 2004, hlm. 7. 

21Martono Nanang, Sosiologi Perubahan Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 136. 
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Untuk memperoleh landasan teori dan memperoleh data yang benar serta dapat 

dipertanggungjawabkan, maka metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Jenis Penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah yuridis 

normatif atau penelitian kepustakaan (library research)namun didukung pula oleh penelitian 

lapangan sebagai pendukung.Penelitian normatif atau penelitian dokumenter, yaitu sesuatu 

pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji buku-buku literatur (kepustakaan) atau 

juga peraturan perundang-undangan yang berlaku. Buku-buku literatur yang berhubungan 

dengan topik masalah dan UU PKDRT selanjutnya untuk digunakan sebagai dasar dalam 

melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan logika yuridis.22 

2. Pendekatan Penelitian. 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian guna mendapatkan 

berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicarikan jawabannya.23 Adapun 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach). 

Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua 

Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 

Adapun Undang-Undang dan peraturan yang ada kaitan dengan permasalahan yang dibahas, 

yaitu: Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. 

b. Pendekatan Konseptual. 

 
22H. Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, Metodelogi Penelitian, Bumi Angkasa, Jakarta, 2002, hlm. 23. 

23Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, 2010, Jakarta, hlm. 

93. 
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Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan doktrin yang 

berkembang tentang pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap isterinya dapat 

dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU PKDRT dan 

penolakan isteri untuk melakukan hubungan seksual terhadap suaminya ataupun suami memaksa 

isterinya untuk melakukan hubungan seksual dalam pandangan (perspektif) hukum Islam.  

Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin tersebut, peneliti berharap akan 

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan 

asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-

pandangan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu 

argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas. 

3. Teknik Pengumpulan Data. 

Metode pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan 

menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini 

yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melalui studi 

kepustakaan maupun studi dokumenter. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

meliputi:24 

a. Studi Kepustakaan. 

Alat pengumpul data yang digunakan dalan studi kepustakaan meliputi: 

a) Bahan Hukum Primer.  

Bahan hukum primer, atau data tangan pertama adalah bahan hukum yang diperoleh 

langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat 
 

24Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13. 
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pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun 

data primer penelitian ini adalah UU PKDRT. 

b) Bahan Hukum Sekunder. 

Bahan sekunder atau data tangan kedua adalah bahan hukum yang diperoleh lewat 

pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Baik 

berupa RUU, dan buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan 

dibahas. 

b. Studi Dokumenter. 

Studi dokumenter, yakni pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen. 

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu, 

seperti jurnal dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual dalam 

rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. 

4. Teknik Analisis Data. 

Dari data-data yang diperoleh penulis, maka untuk menyusun dan menganalisa data, 

penulis menggunakan metode sebagai berikut:25 

a. Metode Analisis Isi atau Kajian Isi (Content Analisys). 

Analisis isi (content analisys) atau dinamakan kajian isi adalah teknik apapun yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan 

dilakukan secara objektif dan sistematis. Dalam hal ini dengan menganalisa Pasal 8 huruf 

a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. 

 
25Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,1997, hlm. 91. 
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a. Metode Deskriptif. Menurut Sumadi Suryabrata yang dimaksud dengan metode 

penelitian deskripsi adalah penelitian yang bermaksud untuk membuatpecandraan 

(deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.26 

b. Metode Korelasi. 

Metode korelasi, yaitu metode yang bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan 

dan apabila ada, berapa eratnya hubungan serta berarti atau tidak hubungan itu.27 

Dengan demikian, langkah-langkah yang digunakan penulis adalah menganalisis, menilai 

dan mengkorelasikan data yang terkait dengan permasalahan di atas sesuai dengan pemahaman 

dan pemikiran penulis sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Rajawali, Jakarta, 2000, hlm. 76. 

27Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Cet Ke 12, Rineka Cipta, Jakarta, 

2008,hlm. 239. 


